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ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan

daerah, maka dipandang perlu memberikan pedoman dasar tata kelola
keuangan daerah yang bertumpu pada asas umum pengelolaan keuangan
daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien,
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta memenuhi
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 151 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Peraturan
Gubernur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
Ketentuan Umum;

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Asas Umum dan Struktur APBD;

Penyusunan Rancangan APBD;

Penetapan ABPD;

Pelaksanaan APBD;

Perubahan APBD;

Pengelolaan Kas;

Penatausahaan Keuangan Daerah;

10 Akutansi Keuangan Daerah;

©CoNoakrwdE



CATATAN :

11. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Penyelesaian Kerugian Daerah;

14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Ketentuan Peralihan;

16. Ketentuan Penutup.

Setelah penetapan Peraturan Gubernur ini juga ditetapkan Peraturan
Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31
Desember 2013.



